KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 346 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN

Menimbang

-

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman
Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu




Mengingat

1.

melakukan perubahan atas rincian program dan
jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan
Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

.dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihen Umum tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman
Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan



Menctapkan

KESATU

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomeor 4 Tahun
2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 680);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pendaftaran;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN XEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS BAG! KOMISI PEMILIEAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM
PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kormisi
Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tenteing Pedoman




Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, dan Komisi Pemillhan Umum
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran,

Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menjadi 2 (dua) Lampiran, yakni

sebagai berikut:

a. Lampiran I Pedoman Teknis bagi Partai Politik calon
Peserta  Pemillhan Umum  dalam  Pelaksaan
Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

b. Lampiran II Formulir Surat Keterangan Hasil
Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai
Politik Yang Belum Dapat Ditentukan Status
Keanggotaan Partai Politik.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran [I Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.

HASYIM ASY’ARI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN 1 .

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 346 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS BAGlI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI |
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAI\{
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOM.ISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




BAB I1
RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan
penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah sebagai
berikut:

Tabel 2. 1 Rincian program dan jadwal kegiatan

JADWAL
NO. PROGRAM/KEGIATAN WAL . ARHIR
1. Pengumuman pendaftaran | Jumat, 29 Juli Minggu, 31 Juli ,
Partai Politik 2022 2022
2. Pendaftaran dan | Senin, 1 Agustus Minggu, 14
penyampaian dokumen 2022 Agustus 2022
pendaftaran  oleh  Partai
Politik
3. Verifikasi Administrasi
a. KPU melakukan | Selasa, 2 Agustus | . Minggu, 11
Verifikasi Administrasi 2022 September 2022
dokumen persyaratan '
Partai Politik ;
b. KPU Kabupaten/Kota Selasa, 16 Jum’at, 9

melakukan  Verifikasi | = Agustus 2022 September 2022

Administrasi dokumen

persyaratan

keanggotaan Partai

Politik

1) Verifikasi Selasa, 16 . Jum’at, 9 J
Administrasi Agustus 2022 September 2022
dokumen

persyaratan

keanggotaan Partai

Politik
2} Tindak lanjut hasil Jumat, 19 Sclasa, 6
Verifikasi Agustus 2022 September 2022 -

Administrasi oleh
Partai Politik




NO.

PROGRAM/KEGIATAN

JADWAL

AWAL

AKHIR

terhadap dugaan
keanggotaan ganda
dan keanggotaan
yang berpotensi
tidak  memenuhi

syarat keanggotaan

3)

KPU -
Kabupaten/Kota
menerima hasil
tindak
terhadap dugaan

lanjut

keanggotaan ganda
dan keanggotaan
yang berpotensi
tidak  memenuhi
syarat dari Partai
Politik

Jumsat, 19
Agustus 2022

Selasa, 6
September 2022 .

4)

KPU Kabupaten/
Kota  melakukan
Verifikasi
Administrasi
terhadap surat
pernyataan dugaan
keanggotaan ganda
dan keanggotaan
yang berpotensi
belum memenuhi

syarat dari Partai
Politik

Minggu, 4
September 2022

Kamis, 8
September 2022

S)

KPU

Kabupaten /Kota
melakukan
klarifikasi
langsung terhadap

secara

Minggu, 4
September 2022

Kamis, 8
September 2022




NO.

PROGRAM/KEGIATAN

Partai
Politik yang belum
ditentukan
statusnya,

anggota

dapat

Penyampaian hasil

Verifikasi Administrasi

dokumen persyaratan |

Partai
Politik oleh KPU
Kabupaten/Kota
kepada KPU Provinsi

keanggotaan

Sabtu, 10
September 2022

Sabtu, 10
September 2022 -

Rekapitulasi hasil
Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan
Partai
Politik dari KPU
Kabupaten/Kota oleh
KPU Provinsi

keanggotaan

Minggu, 11
September 2022

Minggu, 11
September 2022

Penyampaian hasil
Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan
keanggotaan Partai
Politik oleh KPU

Provinsi kepada KPU

Minggu, 11
September 2022

Minggu, 11
September 2022

Rekapitulasi hasil
Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan
keanggotaan Partai
Politik dari KPU Provinsi
oleh KPU

Senin, 12

September 2022

Selasa, 13
September 2022

Penyampaian
rekapitulasi hasil
Verifikasi Administrasi

Rabu, 14
September 2022

Rabu, 14 ;
September 2022




JADWAL
NO. PROGRAM/KEGIATAN AWAL AROIR
kepada Partai Politik
dan Bawaslu
4. Masa perbaikan dan Kamis, 15 Rabu, 28
penyampaian dokumen | September 2022 | September 2022
persyaratan  oleh  Partai
Politik
5. Verifikasi Administrasi
perbaikan
a. KPU melakukan Kamis, 29 Rabu, 12

Verifikasi Administrasi | September 2022 Oktober 2022
terhadap dokumen
persyaratan perbaikan )
b. KPU Kabupaten/Kota | Sabtu, 1 Oktober Minggu, 9
melakukan  Verifikasi 2022 " Oktober 2022
Administrasi dokumen

persyaratan perbaikan

keanggotaan hasil

perbaikan

1) Verifikasi Sabtu, 1 Oktober Minggu, 9
Administrasi 2022 Oktober 2022
dokumen
persyaratan
perbaikan
keanggotaan hasil

perbaikan
2) Tindak lanjut hasil | Minggu, 2 Oktober | Rabu, 5 Oktober
Verifikasi 2022 2022
Administrasi oleh
Partai Politik
terhadap dugaan

L

keanggotaan ganda

dan keanggotaan

yang berpotensi




JADWAL
AWAL  AKHIR

NO. PROGRAM/KEGIATAN

tidak  memenuhi
syarat keanggotaan
3} KPU Minggu, 2 Oktober | Rabu, 5 Oktober ,
Kabupaten/Kota 2022 2022
menerima hasil
tindak lanjut
terhadap dugaan

keanggotaan ganda
dan keanggotaan
yang berpotensi
tidak  memenuhi
syarat dari Partai
Politik
4) KPU Kamis, 6 Oktober Minggu, 9

Kabupaten/Kota 2022 Oktober 2022
melakukan
verifikasi terhadap

surat pernyataan

dugaan
keanggotaan ganda
dan keanggotaan
berpotensi  belum
memenuhi  syarat
dari Partai Politik
5) KPU Kamis, 6 Oktober Minggu, 9
Kabupaten/Kota 2022 Oktober 2022
melakukan
Klarifikasi secara
langsung terhadap

anggota Partai

Politik yang belum
dapat ditentukan

statusnya




NO.

PROGRAM/KEGIATAN

JADWAL

AWAL

AKHIR

Penyampaian hasil
Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan
perbaikan keanggotaan
Partai Politik oleh KPU
Kabupaten/Kota
kepada KPU Provinsi

Senin, 10 Oktober
2022

Senin, 10
Oktober 2022

Rekapitulasi hasil
Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan
perbaikan keanggotaan
Partai Polittk hasil
perbaikan dari KPU
Kabupaten/Kota oleh
KPU Provinsi

Selasa, 11
Oktober 2022

Selasa, 11
Oktober 2022

Penyampaian hasil
Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan
perbaikan keanggotaan
Partai Politik hasil
perbaikan oleh KPU
Provinsi kepada KPU

Selasa, 11
Oktober 2022

Selasa, 11

" Oktober 2022

KPU melakukan
rekapitulasi dan
menyusun Berita Acara
rekapitulasi hasil
Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan
perbaikan keanggotaan
Partai Politik

Rabu, 12 Oktober
2022

Kamis, 13
Oktober 2022

Penyampaian

rekapitulasi hasil
Verifikasi Administrasi

Jumat, 14
Oktober 2022

Jumat, 14
Oktober 2022




JADWAL
NO. PROGRAM /KEGIATAN WAL )
kepada Partai Politik
dan Bawaslu
6. Pengumuman hasil Verifikasi Jumat, 14 Jumat, 14
Administrasi Qktober 2022 Oktober 2022
7. Verifikasi Faktual

kepengurusan dan !

keanggotaan

a. Verifikasi Faktual | Sabtu, 15 Oktober Senin, 17
kepengurusan  Partai 2022 Oktober 2022
Polittk tingkat pusat
oleh KPU

b. Verifikasi Faktual | Sabtu, 15 Oktober Senin, 17
kepengurusan  Partai 2022 . Oktober 2022
Politik tingkat provinsi
oleh KPU Provinsi

¢. Verifikasi Faktual | Sabtu, 15 Oktober Jumat, 4 .
kepengurusan dan 2022 November 2022
keanggotaan Partai
Politik tingkat
kabupaten/kota  oleh
KPU Kabupaten/Kota

d. Penyampaian hasil Sabtu, 5 Sabtu, S5
Verifikasi Faktual | November 2022 | November 2022
kepengurusan dan
keanggotaan Partai
Politik oleh KPU .
Kabupaten/Kota
kepada KPU Provinsi

e. Rekapitulasi hasil Minggu, 6 Minggu, 6
Verifikasi Faktual | November 2022 November 2022
kepengurusan dan ’
keanggotaan Partai
Politik di tingkat




"NO.

PROGRAM/KEGIATAN

JADWAL

AWAL

AKHIR

provinsi oleh KPU

Provinsi

hasil
Verifikasi
Faktual kepengurusan

f.  Penyampaian
rekapitulasi

dan keanggotaan Partai
Politik oleh KPU
Provinsi kepada KPU

Senin, 7
November 2022

Senin, 7
November 2022

g. Rekapitulasi hasil

Verifikasi Faltual

. kepengurusan dan
keanggotaan

Politik oleh KPU

Partai

Selasa, 8
November 2022

Selasa, 8
November 2022

h. Penyampaian
rekapitulasi
Verifikasi

kepengurusan

hasil
Faktual
dan
keanggotaan oleh KPU
kepada Partai Politik

dan Bawaslu

Rabu, 9 November
2022

Rabu, 9
November 2022

Masa perbaikan persyaratan
kepengurusan dan
keanggotaan dan
dokumen
persyaratan perbaikan oleh

Partai Politik

penyampaian

Kamis, 10

November 2022

Rabu, 23
November 2022

Verifikasi Faktual perbaikan
persyaratan  kepengurusan
dan keanggotaan Partai
Politik

a. Verifikasi Faktual
perbaikan persyaratan

kepengurusan  Partai

Kamis, 24
November 2022

Sabtu, 26
November 2022
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NO.

PROGRAM/KEGIATAN

JADWAL

AWAL

AKHIR

Politik tingkat pusat
oleh KPU

Verifikasi Fakiual
perbaikan persyaratan
Partai
Politik tingkat provinsi
oleh KPU Provinsi

kepengurusan

Kamis, 24
November 2022

Sabtn, 26
November 2022

Verifikasi Faktual
perbaikan persyaratan
kepengurusan dan
keanggotaan Partai
Politik tingkat
kabupaten/kota  oleh
KPU Kabupaten/Kota

Kamis, 24
November 2022

Rabu, 7
Desember 2022

10.

Rekapitulasi hasil Verifikasi
Faktual Partai Politik calon

peserta Pemilu

a.

Penyampaian hasil
Verifikasi Faktual di
tingkat KPU
Kabupaten/Kota
kepada KPU Provinsi

Kamis, 8
Desember 2022

Kamis, 8
Desember 2022

Rekapitulasi hasil
Verifikasi Faktual di
tingkat KPU
Kabupaten/Kota di KPU

Provinsi

Jumat, 9
Desember 2022

Sabtu, 10
Desember 2022 '

Penyampaian hasil
Verifikasi Faktual
kepada KPU

Minggu, 11
Desember 2022

Minggu, 11
Desember 2022

Rekapitulasi nasional
hasil Verifikasi Faktual
Partai Politik calon

peserta Pemilu

Senin, 12
Desember 2022

Rabu, 14
Desember 2022
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JADWAL
NO. PROGRAM /KEGIATAN
AWAL AKHIR
11. Penetapan
a. Penetapan Partai Politik Rabu, 14 Rabu, 14
peserta Pemilu Desember 2022 Desember 2022
b. Penetapan hasil Rabu, 14 Rabu, 14
pengundian nomor urut | Desember 2022 Desember 2022
Partai Politik peserta
Pemilu
12. Pengumuman Partai Politik Rabu, 14 Rabu, 14
Peserta Pemilu Desember 2022 Desember 2022
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BABV
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Verifikasi Administrasi ‘
Tata cara Verifikasi Administrasi

KPU Kabupaten /Kota melakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan
terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diterimea

1.

pendaftarannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a.

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi
terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu melalui Sipal. ' *
KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan
keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU yang
meliputi:
1) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum-di.dalam
Sipol;
2) KTA dan KTP-¢l atau KK; dan '
3) daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan
berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam
Sipol.
KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi
terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Poljtik calon
peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak
memenuhi syarat dilakukan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik
calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi

syarat .
No | Materi Verifikasi | Kegiatan yang dilakukan Kondisi Status
Administrasi _
1. | Kesesuaian mencocokan daftar nama anggota Partai Politik dengan
dokumen KTA '
a. nama Sesuai Memenuhi
b. nomor KTA Syarat

c. nama Partai Politik

mencocokan daftar nama anggota Partai Politik dengan
KTP-¢l atau KK




-13 -

No | Materi Verifikasi | Kegiatan yang dilakukan | Kondisi ' Status
Administrasi
a, nama Sesuai Memenuhi
b. NIK Syarat ?
c. jenis kelamin
d. ta.ngga.i lahir
dugaan keanggotaan ganda Partai Politik
tidak terdaftar sebagai | Sesuai Memenuhi
anggota pada lebih dari 1 Syarat

(satu) Partai Politik

keanggotaan Partai Politik yang iaerpoten_si tidak:

memenuhi syarat

tidak berstatus sebagai
anggota Tentara Nasional
Indonesia, anggota
Kepolisian Negara
Republik

Indonesia, Aparatur Sipil
Negara, Penyelenggara
Pemilu, kepala desa, atau
jabatan lainnya yang
dilarang oleh peraturan

perundang-undangan

Sesuai

Memenuhi
Syarat

berusia 17 tahun atau
belum berusia 17 tahun

namun sudah kawin

Sesual

Memenuhi
Syarat

NIK terdaftar dalam Data
Pemilih Berkelanjutan

Sesuat

Memenuhi
Syarat
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Tabel 5. 2 Indikator Pengecekan terhadap data NIK yang tidak terdaftar dalam

Data Pemilih Berkelanjutan
Materi Kegiatan yang Kondisi Status Tindak
Verifikasi dilakukan Lanjut
Administrasi
Pengecekan | NIK yang dilakukan | Sesuai Belum Menyampaik
terhadap data | pengecekan sesuai Memenuhi | an kepada '
NIK yang tidak ! dengan yang Syarat KPU .
terdaftar dalam | dikirimkan oleh
Data Pemilih KPU {tidak
Berkelanjutan | terdaftar di data
’ pemilih
berkelanjutan) 1
NIK yang dilakukan | Tidak Belum Menyampaik
pengecekan tidak | sesuai Memenuhi | an kepada
sesuai dengan yang Syarat KPU
dikirimkan oleh
KPU

Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadals
dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta
Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi
1 Indikatos
keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon

syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel 5.

peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak
memenuhi syarat dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen
persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu
dinyatakan memenuhi syarat.

Dalamm hal hasil Verifikasi Administrasi
keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik
yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada Tabel 5. 1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan
keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi

terhadap dugaan

ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat dinyatakan belum
memenithi syarai: diserahkan kepada Partai Politik calon peserta
Pemilu untuk dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai
berikut: :




|
|
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Tabel 5. 3 Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan
keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi

tidak memenuhi syarat

No. Status Verifikasi Tindak Lanjut Dokumen Pembuktan
Administrasi =
Keanggotaan

1. | Belum mememuhi | Menyampaikan Surat pernyataan

syarat karena | kepada Partai Politik | anggota Partai Politik

terdaftar sebagai sebagaimana diatur’

anggota pada lebih dalam Lampiran XV

dari 1 (satu) Partai Peraturan KPU .

Politik

2. | Belum memenuhi | Menyampaikan a. Surat pernyataan

syarat karena status | kepada Partai Politik anggota Partai Politik

pekerjaan tidak berstatus
sebagai anggota
Tentara Nasional
Indonesia,
Kepolisian - Negara

Republik Indonesia,.
Aparatur Sipil
Negara,
Penyelenggara
Pemilu, kepala desa,
atau jabatan lainnya-
yang dilarang oleh
peraturan
perundang-
undangan
sebagaimana diatur,
dalam Lampiran XIlI
Peraturan KPU

b. bukti keputusan
pejabat yang,
berwenang tentang
pemberhentian
dengan hormat
dan/atau telah.
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No. Status Verifikasi Tindak Lanjut Dokumen Pembuktian
Administrasi
Keangpotaan

berhenti sebagai
anggota Tenta.ra‘
Nasional Indonesia,
Kepolisian  Negara
Republik Indonesia,
Aparatur Sipil,
Negara,
Penyelenggara
Pemnilu, kepala desa,
atau jabatan lainnya,
yang dilarang oleh

peraturan
perunda.ng-‘ .
undangan
3. | Belum memenuhi | Menyampaikan a. Surat  pernyataan
syarat karena wusia | kepada Partai Politik anggota Partai Politik
dan/atan status terkait usia atau
perkawinan perkawinan

sebagaimana diatur
dalam Lampiran XIV
peré.turan KPU

b. bukti Akta Nikah

2. | Belum memenuhi | Menyampaikan Hasil konfirmasi KPU ke,
syarat karena NIK | kepada KPU kementerian yang
tidak terdaftar pada menyelenggarakan
Data Pemilih urusan pemerintahan di
Berkelanjutan bidang dalam negeri ;

f.  KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap
dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta
Pemilhi untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik
yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA
dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol dengan indikator

sebagai berikut:
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Tabel 5. 4 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik

calon peserta Pemilu

No | Materi Verifikasi | Kegiatan yang dilakukan Kondisi Status
Administrasi
1 | Kesesuaian mencocokan daftar nama anggota Partai Politik dengan
dokumen KTA
a, nama Sesuai Memenuhi
b. nomor KTA Syarat

c. nama Partai Politik

mencocokan daftar nama anggota Partai Politik dengan

KTP-¢l

a. nama ‘ Sesuai Memenuhi
b. NIK Syarat
c. jenis kelamin

d. tanggal lahir

g. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap
dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 4 Indikator
keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat maka
dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta
Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat.

h. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap
dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 4 Indikator
keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat maka dokumen
persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu
dinyatakan memenuhi syarat.

i. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi
terhadap dokumeén persyaratan keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu melalui Sipol hasil tindaklanjut sebagaimana
dimaksud dalam huruf e dengan indikator keabsahan sebagal
berikut:
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Tabel 5. & Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik
]
calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut

memenuhi syarat
terdaftar
schagai anggota
pada lebih dari 1
(satu) Partai Politik

karena

¢. nama Partai Politik

No | Materi Verifikasi Kegiatan yang dilakukan Hasil Status
Administrasi Verifikasi
1. | Verifikasi melakukan pengecekan terhadap surat ﬁemyataan
dokumen anggota Partai Politik dengan KTA yang diunggah di
pembuktian untuk | Sipol
keanggotaan yang |a. nama Sesuai Memenuhi
dinyatakan belum |b. nomor KTA Syarat

peserta Pemilu
2) dokumen
dibuka/diakses

dapat

melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan
anggota Partai Politik dengan KTP-el atau KK yang
diunggah di Sipol
a. nama Sesuai Memenuhi
b. NIK Syarat
¢. jenis kelamin '
d. tanggal lahir
surat pernyataan anggota Partai Politik
1) dokumen diunggah oleh Sesuai Memenuhi
Partai Politik calon ‘ " Syarat
peserta Pemilu
2) dokumen dapat
dibuka/diakses '
3} dokumen dapat terbaca
4) dokumen berupa hasil
pindai dokumen asli
5) dokumen mempunyai
halaman yang lengkap
6) dokumen
ditandatangani
anggota Partai Politik
dimaksud
surat pernyataan Partai Politik :
1) dekumen diunggah oleh Sesuai Memenuhi
Partai Politik calon " Syarat
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No

Materi Verifikasi
Administrasi

Kegiatan yang dilakukan Hasil

Verifikasi

Status

3) dokumen dapat terbaca
4) dokumen berupa hasil
pindai dokumen asli
3) dokumen
halaman yang lengkap

6) dokumen
ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik
tingkat
pusat/provinsi/kabupa
ten/kota dimaksud,

7) dokumen dibubuhi

meterat

mempunyai

¥

Verifikasi
dokumen
pembuktian untuk
keanggotaan yang
dinyatakan belum

memenuhi syarat
karena status
pekerjaan

melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan
anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia,
Republik Aparatur
Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan

Kepolisian Negara
Indonesia, Sipil Negara,
lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan dengan bukti keputusan pejabat yang
berwenang tentang pemberhentian dengan hormat
dan/atau telah berhenti sebagai Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepa';la
desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh

peraturan perundang-undangan sesuai dengan KTP

atau KK pada Sipol

a. nama Sesuai Memenuhi
b. NIK Syarat
dokumen pembuktian

a. surat pernyataan anggota Partai Politik tidak
berstatus sebagai anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemily,

kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang

oleh peraturan perundang-undangan
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»
-

No | Materi Verifikasi Kegiatan yang dilakukan Hasil . Status
Administrasi Verifikasi
1) dokumen diunggah Sesuai Memenuhi

2)

3)

4)

S)

6)

oleh Partai Politik
calon peserta Pemilu

dokumen dapat
dibuka/diakses
dokumen dapat
terbaca

dokumen berupa
hasil pindai
dokumen asli
dokumen
mempunyai
halaman yang
lengkap

dokumen
ditandatangani oleh
anggota Partai
Politik dimaksud

Syarat -

pemberhentian dengan hormat dan/atau teleh
Tentara Nasional
Indonesia, - Kepolisian Negara Republik Indonesia,

berhenti

Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu,
kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilara.f‘lg
oleh peraturan perundang-undangan

scbagai

anggota

bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang

1)

2)

3)

4)

5)

dokumen diunggah
oleh Partai Politik
calon peserta Pemilu

dokumen dapat
dibuka/diakses
dokumen dapat
terbaca

dokumen berupa
hasil pindai
dokurmen asli
dokumen

mempunyai

Sesuai

Memenul';.i
Syarat

a
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No

Materi Verifikasi
Administrasi

Kegiatan yang dilakukan

Hasil
Verifikasi

Status

halaman

lengkap
6) dokumen

ditandatangani oleh

yang

yang

pejabat
berwenang
dimaksud

surat pernyataan Partai Politik

1) dokumen diunggah oleh

Politik
peserta Pemilu

2) dokumen
dibuka/diakses

3) dokumen dapat terbaca

4} dokumen berupa hasil
pindai dokumen asl

5) dokumen
halaman yang lengkap

6) dokumen
ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik
tingkat
pusat/provinsi/kabupa
ten/kota dimaksud;

7) dokumen dibubuhi

meterai

Partai calon

dapat

mempunyai

Sesuai

Memenuhi
Syarat

4

Verifikasi
dokumen

pembuktian untuk
keanggotaan yang

dinyatakan belum

memenuhi
karena
dan/atau

perkawinan

syarat
usia

status

melakukan pengecekan terhadap surat pernyataan

anggota Partai Politik mengenai status usia dan/atau
perkawinan yang dilampiri dengan bukti Akta Nikah
sesuai dengan KTP atau KK pada Sipol '

a. nama Sesuai Mementhi
h. NIK . Syarat
dokumen pembuktian

a. surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai

status

usia dan/atau perkawinan dokumen

diunggah oleh Partai Politik calon peserta Pemilu
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No | Materi Verifikasi Kegiatan yang dilakukan Hasil Status
Administrasi Verifikasi
1) dokumen dapat
dibuka/diakses
2) dokumen dapat
terbaca '
3) dokumen berupa
hasil pindai dokumen
asli
4) dokumen
mempunyai halaman
yang lengkap
5) dokumen '
ditandatangani oleh
anggota Partai Politik
dimaksud
b. bukti Akta Nikah ,
1) dokumen diunggah Sesuai Memenuhi
oleh Partai Politik . Syarat
calon peserta Pemilu
2) dokumen dapat
dibuka/diakses
3) dokumen dapat
terbaca .
4) dokumen berupa
hasil pindai
dokumen asli
5) dokumen
mempunyai halaman
yang lengkap
6) dokumen
ditandatangani oleh
pejabat yang
berwenang
dimaksud '
surat pernyataan Partai Politik
1) dokumen diunggah oleh. Sesuai Memenuhi
Partai Politik calon Syarat

peserta Pemilu

E]
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No

Materi Verifikasi

Administrasi

Kegiatan yang dilakukan

Hasil
Verifikasi

Status

2) dokumen
dibuka/diakses

3) dokumen dapat terbaca

4) dokumen berupa hasil
pindai dokumen asli

5) dokumen
halaman yang lengkap

6) dokumen
ditandatangani oleh
Pimpinan Partai Politik
tingkat
pusat/provinsi/kabupa
ten/kota dimaksud;

7) dokumen dibubuhi

meterai

dapat

mempunyai

Verifikasi
dokumen
pembuktian untuk
keanggotaan yang
dinyatakan belum
memenuhi syarat
karena NIK tidak
terdaftar pada
Data Pemilih
Berkelanjutan

melakukan pengecekan terhadap hasil konfirmasi
KPU ke kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri

terdaftar pada data yang
dimiliki oleh kementerian
yang  menyelenggarakan
urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri

Sesuai

Memernuhi
Syarat

1

tidak terdaftar pada data
yang dimiliki oleh
kementerian yang

menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang

dalam negeri

Tidak
Sesuai

Tidak
Memenuhi
Syarat

j.  Dalam hal

1

hasil Verifikasi Adminisirasi terhadap peﬁlbuktian
keanggotaan pada Tabel 5. 5 Indikator keabsahan dokumen
persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil
tindak lanjut pada nomor 1 yang dinyatakan gsesuai namurl
terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu)
Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas
Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota dimaksuc!
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L

untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang

belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU

Kabupaten /Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

KPU Kabupaten /Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang

belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai

berikut:

1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan
kepada setiap Partai Politik tingkat kabui:)aten/ kota untuk
dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan
keanggotaanya;

2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klariﬁkasi
keanggotaan dan surat keterangan hasil klarifikasi secara
langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat
ditentukan status keanggotaan Partai Politik;

3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el
atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen
yang terdapat di dalam Sipol; '

4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut
bahwa yang bersangkutan adalah benar scbagai anggota di
1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat
pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepade:.
KPU Kabupaten/Kota; dan |

5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan
ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung
terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan
status keanggotaan Partai Politik dan Sipol.

Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak

dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke ka'ntor KPU

Kabupateni/Kota, maka KPU  Kabupaten/Kota dapat

menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan

sebagai berikut: )

1) digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan

sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak
memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat
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atau keadaan tertentu yang mengakibatkan ya.ng’
bersangkutan tidak dapat dihadirkan;

2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik
Tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi
informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa
panggilan video atau konferensi video; '

3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan
video atau melalui konferensi video dalarn waktu seketika
yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas
Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat
Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan
berbicara secara langsung;

4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik,
KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali-terhadap
KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto
dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi
dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan,;

5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokurnentasién berupa
foto, rekaman video, dan/atau rekeman suara dan rekam
layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan
video atau konferensi video dalam waktu seketika;dan t

6) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan
ke dalam surat keterangan hasil Klarifikasi secara langsung
terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan
status keanggotaan Partai Politik dan Sipol. ‘

m. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi
dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud
dalamm huruf ¢ sampai dengan huruf 1 ke dalam Sipol
menggunakan berita acara Verifikasi Administrasi aokumen
persyaratan keanggotaan menggunakan formulir sehagaimana
tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU. ¢

n. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana
dimaksud dalam huruf m kepada KPU Provinsi melalui Sipol.

0. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi
melalui Sipol. )
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Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi
Administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf o diatur pada
BAB IV. '

KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi,
penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Veriﬁkasi:
Administrasi dan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan
Partai Politik calon peserta Pemilu. - }
Tata cara KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi
Administrasi, penyampaian berita acara rekapitulasi hasil
Verifikasi Administrasi dan penerimaan dokumen persyaratan
perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagajmana;
dimaksud dalam huruf q diatur pada BAB IIL

Tata cara Verifikasi Administrasi Perbaikan

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan
tethadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

a.,

KPU Kabupaten/Kota menerima dokumen persyaratan
keanggotaan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dari
KPU yang meliputi: .
1) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam
Sipol; '
2) KTA dan KTP-el atau KK; dan
3) daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan
berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam
Sipol. '
KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi
terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai
Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi
tidak memenuhi syarat dengan mengacu pada indikator
sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 1 Indikator keabsahan
dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta
Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi
syarat.
Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap
dolkumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta
Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan
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memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai
Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.
Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan
keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik
yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dinyatakan belum memenuhi syarat diserahkan
kepada Partai Politik calon peserta Pemilu untuk dapat
ditindeklanjuti dengan mengacu pada indikator sebagalmana
dimaksud dalam Tabel 5. 3 Tindak lanjut Hasil Verifikasi
Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik
dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi
syarat.

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi
terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai
Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan
dolumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol dengan
mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 5
Indikétor keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai
Politik calon peserta Pemilu.

Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap
dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan tidak
sesuai maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Poliﬁl«?
calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Administrasi terhadap
dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dinyatakan sesuai
maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat.

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi
terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu melalui Sipol hasil tindak lanjut sebagaimana
dimaksud pada huruf d dengan mengacu pada indikator Tabel 5



- D8 -

6 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai

Politik calon peserta Pemilu hasil tindaklanjut.

i Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian
keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf h hasil tindak
lanjut pada nomor 1 yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2
(dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 {satu) Partai Pohtlk
KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partaj
Politik tingkat kabupaten/kota dimaksud untuk menghadirkan
secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat
dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota
untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. ) :

j.  KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang
belum dapat dipastikan keanggotaan dengan tata cara sebagai
berikut:

1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pembentahuan
kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/ kota untuk
dapat menghadirkan anggota Yyang belum dipastikan
keanggotaannya, '

2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi
keanggotaan;

3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el
atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen
yang terdapat di dalam Sipol;

4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut
bahwa yang bersangkutan adalah benar éebagai anggota. di
1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat
pernyataan anggota Partal Politik yang disampaikan kepada
KPU Kabupaten/Kota; dan ,

5) hasil konfirmasi anggota Parta; Politik dimaksud d1tuangkan
ke dalam Sipol. ,

k. KPU Kabupaten/Kota mendokumentasikan kegiatan klarifikasi
sebagaimana dimaksud dalam bentuk foto dan/atau video.

1. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Adtmmsh*am
dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada
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huruf b sampai dengan huruf k menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan KPU.
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana
dimaksud pada huruf 1 kepada KPU Provinsi melalui Sipol.

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi
melalui Sipol. '
Tata cara f(PU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi
Administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf n diatur pada
Bab IV. ' '

KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Adnumstras1,
penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikas:
Administrasi dan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan
Partai Politik calon peserta Pemilu.

Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud
pada huruf p diatur pada BAB IIL '

B. Verifikasi Faktual

Tata cara Verifikasi Faktual

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faki:ual kepengurusan
Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan langkah-langkah sebagai
berikut: :

1.

a.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota mengenai jadwal
kedatangan KPU Kabupaten/Kota ke Kantor Tetap Partai Politik
calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Fakiual
kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota; '

KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan lembar kerja Verifikasi
Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili
kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalamn Lampiran
XXVII Peraturan KPU,

KPU Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik calon

peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota untuk menunjukan
identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik
Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual
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kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu ungkat
kabupaten/kota;
d. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap
kepengurusan Partai Polittk calon peserta. Pemilu tingkat

kabupaten/kota dengan indikator pembuktian kebenaran sebagai
berikut:
Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran Pengurus Partai Politik calon peserta
Pemilu tingkat kabupaten/kota '

¥

Status

No Materi Kegiatan yang Kondisi
Verifikasi dilakukan
Faktual

1. |Kehadiran | melakukan 1) Hadir di Kantor | Memenuhi Syarat
pengecekan Partai Politik
terhadap 2) Hadir dengan | Memenuhi Syarat
kehadiran menggunakan '
pengurus Partai sarana
Politik teknologi

informasi '

2. | Kesesuaian
dokumen

mencocokan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan,

keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik

calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU dengan‘

KTA

a. nama Sesuai Memenuhi Syarat

b. nomor KTA Sesuai Memenuhi Syarat

c. nama Partai Sesuai Memenuhi Syarat
Politik ‘

mencocokan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan,'
keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik’
calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU dengan

KTP-¢l atau KK

Memenuhi Syarat

a. nama Sesuai

b. NIK Sesuai Memenuhi Syarat
c. foto Sesuai Memenuhi Syarat
d. alamat Sesuai Memenuhi Syarat
e. jenis kelamin Sesuai Memenuhi Syarat
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No Materi Kegiatan yang Kondisi Status
Verifikasi dilakukan
Faktual
3. | Keterwakila | memastikan jumlah Sesuai Memenuhi Syarat‘
n keterwakilan
perempuan | perempuan
memperhatikan
30% (tiga puluh
persen)
berdasarkan
pengurus
perempuan  yang
hadir
memastikan jumiah Sesuai Memenuhi Syarat,
keterwakilan
perempuan tidak
memperhatikan
30% (tiga puluh
persen)
berdasarkan
pengurus
perempuan  yang
hadir

e. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual domisili
Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat
kabupaten/kota dengan indikator pembuktian kebenaran
domisili Kantor Tetap sebagai berikut: '
Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai Politik
calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota

Materi Verifikasi Faktual Kegiatan yang Kondisi Status
dilakukan
Penggunaan Kantor Tetap | mendatangi ~ Kantor Ada Memenuhi
sampai dengan tahapen | Tetap dan melakukan " | Syarat
terakhir Pemilu pengecekan Sesuai | Memenuhi !
kebenaran keterangan Syarat
Kantor Tetap Partai
Politik digunakan
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Materi Verifikasi Faktual Kegiatan yang Kondisi Status

dilakukan

sampai dengan
tahapan terakhir

Pemilu

f. KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi

informasi apabila pada saat Verifikasi Faktual kepengurﬁsan dan

keterwakilan perempuan terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat
Kabupaten/Kota yang tidak hadir dengan ketentuan sebagai
berikut:

1)

2)

3)

4)

KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pengurus Partai
Politik Tingkat Kabupaten/Kota dalam "hal penggunaan
teknologi informasi untuk menghubungi Pengurus Partai
Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir di Kantor
Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota. ’
KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat
Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi
untuk menghubungi Pengurus Partai Politik‘ Tingkat;.
Kabupaten/Kota yang tidak hadir di Kantor Partai Politik
Tingkat Kabupaten/Kota yang dapat berupa panggilan video
atau konferensi video.

Penggunaan sarana teknologi informasi dilakukan dengan
panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu
seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan
Pengurus Partai Politikk Tingkat Kabupaten /Kota untuk
saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara
langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara
langsung. ‘

Dalam hal terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai
Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota
melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau
KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus
Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi
Faktual dengan panggilan video atau konferensi video
dilakukan. g
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5} KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa
foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam
layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual
kepengurusan melalui panggilan video atau konferensi video

) dalam waktu seketika.

Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon peserta
Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi informasi

No Materi Kegiatan yang Kondisi Status
Verifikasi dilakukan
Faktual :
1. | Kehadiran menghubungi Dapat Memenuhi
menggunakan | pengurus Partai dihubungi Syarat°
sarana Politik menggunakan '
teknologi menggunakan sarana
informasi sarana teknologi teknologi
informasi informasi '
2. | Kesesuaian mencocokan lembar kerja  Verifikasi Faktual
dokumen kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili

kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota sebagaimana diatur. dalam Lampiran,
XXVII Peraturan KPU dengan dengan KTA

a. nama Sesuai Memenuhi
Syarat ,
b. nomor KTA Sesuai Memenuhi
Syarat
¢. hama Partai | Sesuai Memenuhi
Politik Syarat-

mencocokan  lembar kerja  Verifikasi Faktual
kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili
kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota sebagaimana diatur-dalam Lampiran
XXVII Peraturan KPU dengan dengan KTP-el

a. nama Sesuai Memenuhi
Syarat ,

b. NIK Sesuai Memenuhi
Syarat

c. foto Sesuai Memenuhi
Syarat :
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No Materi Kegiatan yang Kondisi Status
Verifikasi dilakukan ’
Faktual '
d. alamat Sesuai Memenuhi
Syarat
e. jenis kelamin Sesuai Memenuhi
Syarat
3. | Keterwakilan | memastikan jumlah | Sesuai Memenuhi
perempuan keterwakilan Syarat '
perempuan
memperhatilcan
30% (tiga puluh
persen)
berdasarkan
pengurus
perempuan  yang
hadir
memastikan jumlah | Tidak Sesuai Memenuhi
keterwakilan Syarat
perempuan  tidak ‘
! memperhatikan
| 30% (tiga puluh
| persen)
berdasarkan
pengurus
perempuan  yang
hadir

g. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap
kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantog
Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu seba;gaimana dimaksud
pada Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai
Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Tabel 5. 7
Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap Partai
Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten /kota, dan Tabel 5.
8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik calon
peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dengan mengguna.kan

teknologi informasi dinyatakan memenuhi syarat maka
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kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor
Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi
syarat. 1
Dalam hal kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili
Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada Tabel 5. 6 Indikator pembuktian kebenaran
pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota, Tabel 5. 7 Indikator pembuktian kebenaran
domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota, dan Tabel 5. 8 Indikator pembuktian k;ebenaraxi
pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat
kabupaten/kota dengan mengéunakan teknologi informasi
dinyatakan belum memenuhi syarat maka kepengurusan,
keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik
calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dinyatakan belum
memenuhi syarat.

Dalam hal terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat

Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, status pengurus

dimaksud dinyatakan:

1) memenuhi syarat, apabila Pengurus Part_ai Politik Tingkat
Kabupaten/Kota meninggal dunia sejak masa pendaftaran
dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa

" atau sebutan lain; atau ,

2) tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik
Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia pada masa
sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan
dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual

kepengurusan ke dalam lembar kerja Verifikasi Faktual

kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor

Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkeit kabupaten/kota

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XXVII Peraturan KPU.

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual keanggotaa_t;

Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan

keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau
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1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap

kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

1) KPU Kabupaten/Kota menerima sampel keanggotaan Partai
Politik dari KPU melalui Sipol; '

) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual
keanggotaan Partai Politik berdasarkan sampel yang diterima
dari KPU; ] !

3) KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi

Faktual keanggotaan dapat membentuk verifikator faktual
yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan
anggaran pada masing-masing kabupaten/kota dengan
ketentuan sebagai berikut:
a) Memenuhi persyaratan meliputi:
(1} warga negara Indonesia;
(2) berusia paling rendah 21 (dua pl.iluh satLi) tahun;
(3) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur,
dan adil;
(4) tidak menjadi anggota Partai Politik;
(5) berdomisili di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota

setempat;

(6) mampu secara jasmani dan rchani; dan .

(7) paling rendah sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah
aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

b) Melengkapi dokumen yang harus diserahkan kepada KPU

Kabupaten /Kota meliputi:
(1) fotokopi KTP-el atau KK;
(2) surat pernyataan yang ditandatangani berisi
pernyataan yang berisi:
(a) mempunyai integritas, pribadi yang kuat,
jujur, dan adil; dan
(b) tidak menjadi anggota Partai Politik.

¢) Verifikator faktual ditetapkan dengan keputuéan KPU

Kabupaten/Kota.
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KPU Kabupaten /Kota menyampaikan pemberitahuan jadwal
pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan kepada
Bawaslu Kabupaten/Kota. | .
Pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU
Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat
didampingi Bawashi Kabupaten/Kota. .
KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual
melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan tata cara
sebagai berilkut:

a) mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang
telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan
jumlah sampel anggota Partai Politik;

b) melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk
membuktikan kebenaran identitas dan status
keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;

c) mencocokkan kebenaran dan kesesnaian data yang
diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada
KTA dan KTP-el atau KK;

d) apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat
tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual
keanggotaan, KPU  Kabupaten/Kota dan/ atau
verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas
Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk
menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor
Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling
lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi
Faktual keanggotaan,;

e) apabila Petugas Penghubung tingkat kabupdten/kota
tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik yang
tidak dapat ditemui, maka KPU - Kabupaten/Kota
dan/atau verifikator faktual melakukan 'veriﬁkasi
terhadap anggota yang hadir;

f) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator fakiual
dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila
anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan
Petugas Penghubung tingkat kabupaten [kota t1dak
dapat menghadirkan anggota Partai Politik di Kantor
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Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dengan
ketentuan sebagai berikut:

(1)

(2)

Dilakukan dengan panggilan video atau melalui
konferensi video dalam wakiu secketika yang
memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau
verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik
untuk saling bertatap muka, melihat, dan
berbicara secara langsung sebagaimana dalam
Verifikasi Fakiual keanggotaan secara langsung. ,
Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota
Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan
verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau
KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajahi
anggota Partai Politik pada saat Veriﬁkas;i Faktual
keanggotaan dengan panggilan video atau
konferensi video. "
KPU Kabupaten/Kota melakukan
pendokumentasian berupa foto, rekaman video,
dan/atau rekaman suara dan rekam layar padg
saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan
melalui panggilan video atau konferensi video
dalam waktu seketika.

Tabel 5. 9 Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon peserta

Pemilu
No Materi Kegiatan yang Kondisi Sté.tus
Verifikasi dilakukan
Faktual
1 | Keberadaan | melakukan 1. dapat ditemui Memenuhi
pengecekan di tempat Syarat '
terhadap tinggal ‘
keberadaan anggota . dapat ditemui Memenuhi
Partai Politik di kantor Syarat
Partai Politik
. dapat ditemui Memenuhi
dengan Syarat
menggunakan
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No Materi Kegiatan yang Kondisi Status
Verifikasi dilakukan
Faktual
sarana
teknologi '
informasi
2 | Kesesuaian | mencocokan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan
dokumen Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur
dalam Lampiran XXII Peraturan KPU dengan KTA '
a. nama Sesuai Memenuhi
Syarat
b. nomor KTA Sesuai Memenuhi
Syarat
¢. nama Partai Sesuai Memenuhi
Politik Syarat t
mencocokan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan
Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur
dalam Lampiran XXII Peraturan KPU dengan KTP-el atau
KK '
a. nama Sesuai Memenuhi
Syarat
b. NIK Sesuai Memenuhi
Syarat
a. foto Sesuai Memenuhi
Syarat ,
b. alamat Sesuai Memenuhi
Syarat
c. jenis kelamin Sesuai Memenuhi
Syarat
3 | Kondisi menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik’
Khusus menyatakan bukan Sesuai Memenuhi
sebagai anggota Syarat
Partai Politik dan
tidak bersedia surat '
pernyataan anggota
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No Materi Kegiatan yang Kondisi Status !
Verifikasi dilakukan
Faktual

Partai Politik calon
peserta Pemilu
sebagaimana
tercantum dalam
Lampiran XXX
peraturan KPU

menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Partai
Politik *
menyatakan bukan Sesuai Memenuhi

sebagai anggota Syatat
Partai Politkk dan
tidak bersedia

mengisi surat

pernyataan
pengunduran diri
anggota Partai Politik
calon peserta Pemilu
sebagaimana )
tercantum dalam
Lampiran XXX1
peraturan KPU

g) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap
| keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu
| sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 9 Indikator
| pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calon

peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat maka
keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu
dinyatakan memenuhi syarat;

h) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan
terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan
sebagai anggota Partai Politik dan bersedia mengisi
surat pernyataan anggota Partai Politik calon peserta

Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum




i)

)
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dalam Lampiran XXX peraturan KPU maka
keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan
terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan telah
mengundurkan diri dan bersedia mengisi surat
pernyataan pengunduran diri anggota Partai Politik
calon peserta Pemilu ‘ menggunakan . formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI
peraturan KPU maka keanggotaannya dinyatakan tidak
memenuhi syarat; '
apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual ‘terhadap
keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud pada Tabel 5. 9 Indikator
pembuktian keberadaan anggota Partai Politik calor
peserta Pemilu, huruf h) dan huruf i) dinyatakan tidak
memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calori
peserta Pemilu dinyatakan tidak memenubhi syarat;
dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan
terdapat anggota Partai Politik yang meninggal dunia,
status keanggotaan dinyatakan: ’
(1) memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik
meninggal dunia sejak masa pendaftaran
dibuktikan dengan surat keterangan dari
lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
{(2) tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai
Politik meninggal dunia pada masa sebelum
pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan
dari lurah/kepala desa atau sebutan lain;
dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat
tinggal, tidek dapat dihadirkan di Kantor Tetap Partai
Politik tingkat kabupaten/kota dan tidak dapat
menggunakan sarana teknologi informasi sampai
dengan batas waktu yang ditentukan; status
keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
dan
KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi
Faktual keanggotaan menggunakan lembar Xkerja
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10)

11)

12)

13)
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Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXII peraturan KPU.
KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa
foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara pada saat
pelaksanaan Verifikasi Faktual keﬁengunlsan dan
keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktua}
kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ke dalam
berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan
keanggotaan Partai Politik calon peserta' Pemilu
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXXIII peraturan XPU.
KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil
Verifikasi Faktual kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual
kepengurusan tingkat provinsi dan berita acara hasil
Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai
Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota. '
Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana
dimaksud pada angka 10) diatur pada BAB IV.
KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual
kepengurusan tingkat pusat dan berita acara rekapitulasi
hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan
Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Provinsi.
Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana
dimaksud pada angka 12) diatur pada BAB IIL |

Tata cara Verifikasi Faktual Perbaikan

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual 'terhadap;

dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap
dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dengan mengacu
pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Tabel 5. 1 Indikator
keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon

peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan “berpotensi tidak
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memenuhi syarat dan Tabel 5. 3 Indikator keabsahan dokumen

persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap dokumen

persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan memenuhj
syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik
calon peserta Pemilu dinyatakan memenubhi syarat.

Apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap dokumen

persyaratan Kkeanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan tidak
memenuhi syarat maka dokumen persyaratan keanggotaan Parta.i

Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuh1 syarat.

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap

perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta

tingkat kabupaten/kota dengan ketentuan angka 1.

KPU Kabupaten/Kota menetapkan status Verifikasi Faktual

perbaikan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan ketentuan sebagai
berikut:

1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual
kepengurusan dengan mengacu pada indikator Tabel 5. 6
Indikator pembuktian kebenaran pengurus Partai Politik
calon peserta Pemilu tingkat kabupaten) kota, Tabel 5. 7
Indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap
Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota,
dan Tabel 5. 8 Indikator pembuktian kebenaran pengurus';
Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota
dengan menggunakan teknologi informast.

2) apabila seluruh Thasil Verifikasi Fakiual  terhadap
kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor
Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
pada angka 1) dinyatakan memenuhi syarat maka
kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor
Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi

syarat.
3) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadaﬁ
kepengurusan, keterwakilan perempuarn, dan domisili kantor




4)

5)
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Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
pada angka 1) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka
kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor
Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

dalam hal, terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1)

yang meninggal dunia, status pengurus c-limaksud-.

dinyatakan:

a) memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik
Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia sejak masa
pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari
lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau

b) tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik
Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia pada masa
sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat
keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual

kepengurusan menggunakan lembar kerja Verifikasi Faktual

perbaikan kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan
doni.tisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat

kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Lampiran XLI

Peraturan KPU.

KPU Kabupaten/Kota melakukan Veriﬁkasi Faktual terhadap
perbaikan syarat keanggotaan Partai Politik calon peserta tingkat
kabupaten/kota dengan ketentuan pada angka 1 hurut 1.

KPU Kabupaten/Kota menetapkan status Verifikasi Faktual
perbaikan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan ketentuan sebagai
berikut:

1)

2)

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual
keanggotaan dengan mengacu pada indikator Tabel 5. 9
Indikator pembuktian keberadaan anggota Partai Politik
calon Peserta Pemilu.

apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap
keanggotaan Partai Politik calon peserta Pei:nilu sebagaimana
dimaksud pada pada angka 1) dinyatakan memenuhi syarat

t



maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu
dinyatakan memenuhi syarat.
3) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap
keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud pada pada angka 1) dinyatakan tidak memenuhi
syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu
dinyatakan tidak memenuhi syarat.
4) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan
sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdapat anggota
Partai Politik yang meninggal dunia, status keanggotaan
dinyatakan: .
a) memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik
meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan
dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa ataul
sebutan lain; atau

b) tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik
meninggal dunia pada masa sebelum pendaftarar{
dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala
desa atau sebutan lain,

5) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual
keanggotaan menggunakan lembar kerja Verifikasi Faktual
perbaikan keanggotaan Partai Politik calon pesera Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XLII peraturan KPU.

KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto}

rekaman video, dan/atau rekaman suara pada saat pelaksanaan

Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan

Partai Politik calon peserta Pemilu.

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Veriﬁkasi. Faktual

perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ke dalam

berita acara dengan menggunakan berita acara hasil Verifikasi

Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik

calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran XLII peraturan KPU.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi

Faktual kepada KPU Provinsi melalui Sipol.

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual

kepengurusan tingkat provinsi dan berita acara hasil Verifikasi

+
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Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.

1. Tata cara KPU Provinsi melakukan rekapitulasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf k diatur pada BAB 1V.

m. KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual
kepengurusan tingkat pusat dan berita acara rekapitulasi hasil
Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik
calon peserta Pemilu dari KPU Provinsi.

n. Tata cara KPU melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam

huruf m diatur pada BAB III

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd

HASYIM ASY’ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

: '_Ke.f:;_aia" Biro Perundang-Undangan,

A Nur Sy arlfah




LAMPIRAN IT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 346 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS BAGI  KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM  KABUPATEN/KOTA  DALAM
PELAKSANAAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

FORMULIR SURAT KETERANGAN HASIL KLARIFIKASI SECARA LANGSUNG
TERHADAP ANGGOTA PARTAI POLITIK YANG BELUM DAPAT DITENTUKAN
STATUS KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK




FORM. Surat Ketei'angan Hasil Klarifikasi
Partai Politik.

SURAT KETERANGAN HASIL KLARIFIKASI SECARA LANGSUNG TERHADAP ,
ANGGOTA PARTAI POLITIK YANG BELUM DAPAT DITENTUKAN STATUS
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ...
KPU Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan klarifikasi secara langsung

kepada:
1. Anggota Partai Politik
a. Nama D eeeeicatrer e reere et ey thte e e e e r e anan
b, NIK S PO
2. Partai Politik ........... .
a. Nama -
b. NIK L it erreierreesieeereaaisesanatsateiieatsrranearanrasases
c. Jabatan D e e s ta it s b sne e e an s en aens
3. Partai Politik ...........
a. Nama RO
b. NIK S tereeciresesnritrnrnrrarernsetanarasnnsnanies eevterecanes
¢. Jabatan TS TX T P PRI PP PP PP PPPRY
4. dst

Hasil klarifikasi dimaksud menyatakan bahwa anggota Partai Politik
sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah sebagai anggota Partal;
Politik .............. .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima

konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
Dibuat di -............
pada tanggal ........
Petugas Penghubung Partai Politik Anggota Partai Politik '
OO U PRURURN J o (eevmreenmmenmrerrceenrreennceoereoseeasnnesnenenns )
Petugas Penghubung Partai Politik Petugas Kiarifikasi




FORM. Surat Keterangan Hasil Klarifikasi
Partai Politik.

SURAT KETERANGAN HASIL KLARIFIKASI SECARA LANGSUNG TERHADAP
ANGGOTA PARTAI POLITIK YANG BELUM DAPAT DITENTUKAN STATUS
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ...
KPU Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan Kklarifikasi secara langsung

kepada:
1. Anggota Partai Politik

a. Nama  reerareeteheeaetaterirreisaaabberensthtnnehrrnraneeans

b. NIK D e e a e s s rnnenanns
2. Partai Politik ........... '

a. Nama ettt rer it rasseaserhentaaboneanncnes

b. NIK et et da e e e e e et e raas

¢. Jabatan § et i et e ceetenbe i braeanrenens ,
3. Partai Politik ...........

a. Nama D e e erereen esaneaes

b. NIK S

c. Jabatan TP N
4. dst
Hasil Klarifikasi dimaksud menyatakan bahwa nama yang tercantum
sebagaimana tersebut di atas bukan sebagai anggota Partai .............. 3 reerrstrenns
dan .............. .

Demikien Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima

konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
Dibuat di .............
pada tanggal ........
Petugas Penghubung Partai Politik Anggota Partai Politik
(e s R (T U TR )
Petugas Penghubung Partai Politik Petugas Klarifikasi




FORM. Surat Keterangan Hasil Klarifikasi
Partai Politik.

SURAT KETERANGAN HASIL KLARIFIKASI SECARA LANGSUNG TERHADAP
ANGGOTA PARTAI POLITIK YANG BELUM DAPAT DITENTUKAN STATUS
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

Pada hari int ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ..; bertempat di ...
KPU Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan klarifikasi secara langsung
dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video/konferensi
video*)kepada:

1. Anggota Partai Politik '
a. Nama G PP
h. NIK S R
2. Partai Politik ...........
a. Nama © e tretreineereateerereerieeanitatnretesroseatastnnnns
b. NIK D ereeettisarraseerareccatiieeerinsrrennerenrtnseannnrraanes
¢. dJabatan D eveerarreeerrteserrereatetscancanntearatantrnrarerarrnnnne
3. Partai Politik ...........
&. Nama § reetererresrereterresrertateennattantesranntinrenrasnannan
b. NIK PSPPI
¢. Jabatan D et tteariretteraan e errrava e ararettananr e rraretane
4, dst

Hasil Klarifikasi dimaksud menyatakan bahwa anggota Partai Politik
scbagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah sebagai anggota Partai
Politik .............. .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima

konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. '

Dibuatdi .............
pada tanggal ........
Petugas Penghubung Partai Politik Anggota Partai Politik
PO PR | S TP OU TSP )
Petugas Penghubung Partai Politik Petugas Klarifikasi
(cermienmrernisencrne e renenerraceenenaneaans ) B (ST S PSSR UP ORISR )

Keterangan:
*) Pilih salah satu



o

FORM. Surat Keterangan Hasil Klarifikasi
Partai Politik.

SURAT KETERANGAN HASIL KLARIFIKASI SECARA LANGSUNG TERHADAP
ANGGOTA PARTAI POLITIK YANG BELUM DAPAT DITENTUKAN STATUS
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ...
KPU Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan klarifikasi secara langsung
dengan menggunakan teknologi informasi berupa panggilan video/konferensi
video*) kepada:

1. Anggota Partai Politik

a. Nama :

b, NIK
2. Partal Polltl ..o

a. Nama

b. NIK

SRR - o s . B
3. Partai Politik ...........

..........................................................

..........................................................

B, DHEIEE = § v e s s s A G sse s v

B BIE i e s e s

G GRBENER 00 ¥ i e e s S A b st
& dst

Hasil klarifikasi dimaksud menyatakan bahwa nama yang tercantum
sebagaimana tersebut di atas bukan sebagai anggota Partai
ABH shisamnisnnin :

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima
konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

.............. 3 sressrrassaan

DibEE A e
pada tanggal ........
Petugas Penghubung Partai Politik Anggota Partai Politik
Vst A e I Disnnrenmmmassns pi i v esaao s )
Petugas Penghubung Partai Politik Petugas Klarifikasi
s e A A R R s A o ] Mewtesmeumvemmennmmnm o ot it )
Keterangan:

*) Pilih salah satu
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2022

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
"SEKRETARIAT JENDERAL,

- KOMISI'PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan, ttd
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: Niir._ Syarifah



